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PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam

sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  taxxxxl  lahir  Dompu,  12  Oktober  1997,  agama

Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP,

tempat  kediaman  di  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,

Kabupaten Dompu xxxx, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan taxxxxl lahir Dompu, 05 Januari 1999, agama Islam,

pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  xxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxx  xxxxxx,  xxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Dompu, xxxx,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertaxxxxl 17

September  2024 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Dompu

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  752/Pdt.G/2024/PA.Dp,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri  yang

telah menikah pada taxxxxl  26 Juli  2023, telah dan dicatat  oleh  Kantor

Urusan  Agama  KUA  Kecamatan  Dompu,  Kabupaten  Dompu,  sesuai

dengan  kutipan  akta  nikah  Nomor  5205011072023073,  taxxxxl  26  Juli

2023;
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2.Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tixxxxl  di  rumah

bersama dan  telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri

(ba'da dukhul); 

3.Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4.Bahwa semulanya Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis

namun,  bulan  Oktober  2023 rumah taxxxx  Penggugat  dengan Tergugat

mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-

hal berikut: 

a.Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;

b.Tergugat suka berjudi online dan jarang meberikan nafkah;

c.Tergugat seringkali mengambil uang simpanan Penggugat tanpa

Sepengetahuan Penggugat;

5.Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pertengkaran hebat, dan sejak saat itupula Penggugat dan Tergugat sudah

tidak tixxxxl bersama, Penggugat keluar dari rumah;

6.Bahwa  selama  berpisah  tempat  tixxxxl,  baik  Penggugat  maupun

Tergugat  sudah  jarang  ada  komunikasi  dan  hubungan  yang  baik  serta

sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7.Bahwa dengan keadaan rumah taxxxx sebagaimana tersebut  di  atas,

Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan

ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai

oleh keluarga maupun tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

9.Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)   terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir  sendiri  menghadap di  persidangan kecuali  pada sidang

pembuktian  dan  pembacaan  putusan  Tergugat  tidak  hadir  meskipun  telah

dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

menempu  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Ahmad  Imron,

S.H.I., M.H.) taxxxxl 28 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi  tidak berhasil,  Majelis  Hakim tetap  berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

taxxxx, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5205011072023073 taxxxxl taxxxxl 26

Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Dompu  sesuai  Kutipan Akta Nikah Nomor. Bukti  tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B.Saksi

Saksi  1  SAKSI  1,  umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tixxxxl di KABUPATEN DOMPU., di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  Saksi

Sepupu Penggugat;  
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruiai anak;  

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tixxxxl di

xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;  

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tixxxxl

sejak 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat   sering berselisih

dan  bertengkar  karena  Karena  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah

kepada  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  menyukai  anak  bahwaan

Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi  yang baik,  bahkan masing-masing sudah tidak saling

memperdulikan  lagi  satu  dengan  yang  lainnya  serta  sudah  tidak  lagi

saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan,  namun

tidak berhasil

Saksi  2  SAKSI  2,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tixxxxl  di  KABUPATEN

DOMPU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  Saksi

Tetangga Penggugat di Dorotaxxxx;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruiai anak;  

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tixxxxl di

xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;  

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tixxxxl

sejak 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat   sering berselisih

dan  bertengkar  karena  Karena  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah

kepada  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  menyukai  anak  bahwaan

Penggugat;
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- Bahwa  Penggugat  sudah  pulang  kerumah  di  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx

tixxxxl bersama dengan neneknya;

- Bahwa Penggugat pulang kerumah neneknya sejak 7 (tujuh) bulan lalu

tanpa suaminya;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi  yang baik,  bahkan masing-masing sudah tidak saling

memperdulikan  lagi  satu  dengan  yang  lainnya  serta  sudah  tidak  lagi

saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan,  namun

tidak berhasil

Bahwa,  Penggugat  telah  mencukupkan bukti-buktinya  sebagaimana

tersebut  diatas serta menyatakan sudah tidak  ada lagi  bukti-bukti  lain  yang

diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan

tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  dengan  mencermati  pokok  gugatan  Penggugat

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  substansi  gugatan  Penggugat  adalah

gugatan dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehixxxx pemeriksaan perkara ini

akan  dilangsungkan  dengan  memerhatikan  ketentuan  Pasal  22  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  283  Rbg  jo.  1865

KUHPerdata maka  Penggugat dibebani  wajib  bukti  membutikan  dalil

gugatanya   In  casu,  dalil  perihal  perkawinan Penggugat  harus dibuktikan

dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam dan karena perkara  a quo adalah perkara perceraian,  maka

alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi

dari  pihak  keluarga  dan/atau  orang  dekat  Penggugat dan  Tergugat

sebagaimana maksud  Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai

dengan aslinya,  maka bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi

bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat

pada taxxxxl  26 Juli 2023, relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat, sehixxxx telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P terbukti  bahwa  Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada taxxxxl 26 Juli 2023, hal

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  SAKSI  1 dan  SAKSI  2,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis

bertanda  P.  serta  2 (dua)  orang  saksi  yang  akan  dipertimbangkan  sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  merupakan  akta  autentik  dengan  nilai

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende

bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. oleh karena itu secara formil bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

dikeluarkan oleh instansi  yang berwenang,  sesuai  dengan Pasal  2 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan juncto Pasal 5

KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  sehixxxx  telah

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada

halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah

disampaikan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap

peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu

dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal

309 R.Bg, sehixxxx keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

formil dan materil sebagai Saksi, sehixxxx kesaksiannya dapat dipertimbangkan

lebih lanjut.
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  menikah

menikah pada taxxxxl 26 Juli 2023, telah dan dicatat oleh  Kantor Urusan

Agama KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai anak.;

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tixxxxl  di

xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;  

4. Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tixxxxl

sejak 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat  sering berselisih dan

bertengkar  karena  Karena  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat dan Tergugat tidak menyukai anak bahwaan Penggugat;

6. Bahwa selama berpisah,  antara Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak

ada  komunikasi  yang  baik,  bahkan  masing-masing  sudah  tidak  saling

memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling

menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri; 

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon

agar  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat,  baru  bisa

ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan di

bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dengan  Tergugat  sehixxxx  Penggugat  dalam  petitum angka  2

(dua) memohon agar Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan talak satu ba’in

sughra Tergugat  terhadap  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  perlu

mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang

Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo.  Pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum lslam (KHl)  menegaskan salah satu

alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-

menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,

adanya  alasan  telah  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-

menerus,  kedua,  perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami-istri

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali, dan ketiga, pengadilan

telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu-

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  taxxxx

Penggugat  dengan  Tergugat  sehixxxx  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  sejak  7

(tujuh)  bulan  lalu  Penggugt  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tixxxxl  dan

terjadi  pertengkaran  terus-menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

menyukai  anak bahwaan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan baik layaknya pasangan

suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah taxxxx Penggugat dan

Tergugat,  hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama

tersebut telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat  tixxxxl  sejak  7  (tujuh)  bulan  yang  lalu  dan  antara  Penggugat  dan
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Tergugat  juga  sudah  tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing-masing

sebagai  pasangan  suami-istri,  Majelis  Hakim merasa  perlu  mengedepankan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  379  K/AG/1995

taxxxxl 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang

menjelaskan “Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah taxxxx tersebut terbukti telah

retak dan pecah”, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  dalam  rangka  untuk

membentuk  keluarga  (rumah  taxxxx)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  serta  untuk  mewujudkan  rumah  taxxxx  yang

sakinah,  mawaddah dan  rahmah yang  diliputi  dengan  rasa  saling  cinta-

mencintai,  hormat-menghormati,  setia dan saling memberi  bantuan lahir  dan

batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman

Allah didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ورََحْمَةً ۚ              مَوَدَّةً وَجَعَلَبيَنْكَمُْ ليَهَْا إإ لإتسَْكنُوُا أزَوَْاجًا كمُْ أنَفْسُإ نْ مإ خَلقََلكَمُْ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

يتَفَكَرَُّونَ      لآَياَتٍلإقوَْمٍ ذَلإكَ فإي نَّ إإ

Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  selalu

memberikan nasihat  kepada Penggugat  supaya rukun lagi  dengan Tergugat

namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang,  bahwa oleh  karena bahtera  rumah taxxxx Penggugat  dan

Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah

berpisah tempat tixxxxl dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan

hak  dan  kewajiban  masing-masing  serta  tidak  ada  harapan  untuk  rukun
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kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di

putuskan selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
Artinya:  “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  perlu  juga  dikemukanan  hadits  nabi  yang

menegaskan ولضرار   ”Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan“ لضرر

dalam perkara  a quo,  Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi

madharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang

istri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, maka menurut pendapat

Majelis Hakim untuk menghilang kemadharatan dalam rumah taxxxx Penggugat

dan Tergugat  adalah dengan jalan  perceraian,  hal  tersebut  didasari  dengan

kaidah fiqhiyah yang berbunyi  يزال ;”Kemadharatan harus dihilangkan“ الضرر

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi  Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  Nomor  44.K/AG/1998  taxxxxl  19  Februari  1999,

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim,  yang  berbunyi,  “Bahwa

bilamana antara  suami-istri  telah  terbukti  dalam pemeriksaan  di  Pengadilan

Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya

Majelis  Hakim  merukunkan  kembali  para  pihak  yang  bersengketa  sebagai

suami-istri,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, secara yuridis  gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

tersebut”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sebagai

mana  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  sudah

terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a

quo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah
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menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara

ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

(1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah  diubah  dan  ditambah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  terakhir  dirubah  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum

syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tuju pulu lima ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Dompu pada hari Senin taxxxxl 4 September 2024 Masehi bertepatan

dengan taxxxxl 2 Jumadil  Awal 1446 Hijriah oleh  Jauharil  Ulya, S.H.I.,  M.Sc

sebagai  Ketua  Majelis,  Nova  Choiruddin  Mahardika,  S.H.I.,  M.S.I.  dan  Faiz

Amrizal  Satria  Dharma,  S.H.,  M.H., masing-masing sebagai  Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pexxxxnti, dengan dihadiri

oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, 

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Pexxxxnti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  75.000,00

3. Biaya  PNBP
Panggilan

: Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp.  530.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.  10.000,00

JUMLAH : Rp.  675.000,00

(enam ratus tuju pulu lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


